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Abstrak

Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem monitoring keluar masuk barang berbasis QR Code yang
mengintegrasikan pencatatan transaksi gudang, penilaian Key Performance Indicator (KPI), dan perhitungan insentif
payroll karyawan. Permasalahan utama yang ditangani meliputi pencatatan manual, keterlambatan pembaruan stok,
kesalahan input, keterbatasan jejak audit, serta belum terhubungnya data aktivitas operasional dengan evaluasi kinerja
dan insentif. Pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan,
implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap barang dan transaksi diidentifikasi melalui QR Code, kemudian sistem
merekam waktu, jenis transaksi, kuantitas, identitas petugas, dan perubahan stok. Data transaksi digunakan sebagali
sumber terukur untuk membentuk indikator KPI yang mencakup akurasi pencatatan, ketepatan waktu proses,
produktivitas transaksi, dan kepatuhan prosedur. Nilai KPI selanjutnya menjadi masukan bagi mekanisme insentif payroll
dengan parameter bobot dan ambang yang dapat dikonfigurasi sesuai kebijakan organisasi. Perancangan juga menerapkan
pemisahan hak akses administrator, petugas gudang, supervisor, dan bagian keuangan serta menyediakan dashboard
monitoring dan audit trail. Pengujian fungsional dirancang menggunakan pendekatan black-box dan evaluasi usability
sebelum penerapan operasional. Hasil penelitian pada tahap ini berupa arsitektur proses, model data, rancangan KPI,
aturan perhitungan insentif, dan skenario pengujian yang dapat menjadi dasar implementasi. Rancangan sistem
diharapkan meningkatkan ketertelusuran transaksi, konsistensi data persediaan, transparansi evaluasi kinerja, dan
akuntabilitas perhitungan insentif tanpa menggantikan proses validasi manajerial.

Kata kunci: QR Code; monitoring persediaan; KPI; insentif payroll; Waterfall.

Abstract

This study proposes the development of a QR Code-based inbound and outbound goods monitoring system that integrates
warehouse transaction recording, Key Performance Indicator (KPI) assessment, and employee payroll incentive
calculation. The system addresses manual recording, delayed stock updates, input errors, limited auditability, and the
absence of a measurable link between operational activities, performance evaluation, and incentives. The software
development process follows the Waterfall model through requirements analysis, system design, implementation, testing,
and maintenance. Each transaction is initiated through QR Code scanning, while the system records time, transaction
type, quantity, operator identity, and stock changes. Transaction data are then transformed into measurable KPI
components covering recording accuracy, processing timeliness, transaction productivity, and procedural compliance.
Approved KPI values become controlled inputs for an incentive mechanism whose weights and thresholds can be
configured according to organizational policy. The design applies role-based access for administrators, warehouse
operators, supervisors, and finance personnel, supported by monitoring dashboards and audit trails. Functional
validation is planned through black-box testing and usability evaluation before operational deployment. At this stage, the
reported outputs consist of process architecture, data models, KPI design, incentive calculation rules, and validation
scenarios rather than fabricated field performance results. The proposed design is expected to improve transaction
traceability, inventory-data consistency, performance-evaluation transparency, and incentive-calculation accountability
while retaining managerial validation as the final control.

Keywords: QR Code; inventory monitoring; KPI; payroll incentive; Waterfall.

1. PENDAHULUAN baik pada produk kesehatan, pangan, maupun rantai
pasok. Penerapan barcode dua dimensi pada obat
tradisional menunjukkan bahwa identitas produk dapat
ditautkan dengan informasi asal dan aliran distribusi [1].
Pada konteks konsumen, penerimaan QR Code untuk
traceability dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan
kemudahan penggunaan, sehingga rancangan sistem perlu
memperhatikan aspek teknologi sekaligus pengalaman

Digitalisasi proses gudang tidak lagi hanya berfungsi
sebagai pengganti pencatatan kertas, tetapi menjadi
fondasi untuk ketertelusuran, kontrol persediaan, dan
pengambilan keputusan berbasis data. Sistem traceability
berbasis identifikasi dua dimensi telah digunakan untuk
menghubungkan objek fisik dengan rekam data digital,
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pengguna [2]. QR Code juga telah diterapkan sebagai
identitas digital pada layanan kesehatan dan sebagai
komponen aplikasi traceability bergerak [3, 4].

Perkembangan berikutnya memperluas traceability
dari sekadar pemindaian kode menjadi integrasi dengan
infrastruktur rantai pasok. Prototipe blockchain untuk
kayu, sistem gudang otonom berbasis UAV, dan sistem
traceability pangan bergerak memperlihatkan pentingnya
pencatatan kejadian, lokasi, serta perubahan status produk
secara konsisten sepanjang proses [5, 6, 7]. Sistem
traceability minyak zaitun yang menggabungkan RFID
dan QR Code juga menunjukkan bahwa teknologi
identifikasi dapat diterapkan dari sumber produksi sampai
konsumen [8]. Dalam konteks yang lebih baru, digital
traceability dipandang sebagai mekanisme untuk
meningkatkan transparansi dan efisiensi rantai pasok,
sedangkan integrasi mesin dan logistik pada Industry 4.0
menekankan kebutuhan interoperabilitas antara aktivitas
fisik dan aplikasi digital [9, 10].

Pada operasional gudang, persoalan utama bukan
hanya mengetahui posisi barang, tetapi juga memastikan
bahwa setiap pergerakan memiliki aktor, waktu, kuantitas,
dan alasan yang dapat ditelusuri. Studi tentang warehouse
management berbasis 10T dan sistem pelacakan produk di
area gudang memperlihatkan arah otomatisasi menuju
pencatatan yang lebih presisi dan real time [11, 12].
Pengembangan logistik modern juga menggabungkan
optimasi armada, mixed reality, dan asisten cerdas untuk
mendukung operasi gudang [13]. Tinjauan terbaru
mengenai traceability menegaskan bahwa QR Code,
RFID, loT, blockchain, dan kecerdasan buatan dapat
ditempatkan sebagai lapisan teknologi yang saling
melengkapi, bukan sebagai pilihan yang berdiri sendiri
[14].

Di sisi lain, data operasional baru memiliki nilai
manajerial ketika diterjemahkan menjadi indikator
kinerja. Performance management menuntut ukuran yang
relevan, dapat dipantau, serta terhubung dengan tujuan
organisasi [15]. Pengukuran kinerja yang seimbang dan
partisipatif membantu menghindari penilaian yang hanya
berpusat pada satu indikator [16]. Pengembangan KPI
pada berbagai layanan menunjukkan bahwa indikator
perlu didefinisikan, divalidasi, dan diprioritaskan sesuai
proses yang akan dikendalikan [17, 18]. Dashboard
kemudian berfungsi sebagai lapisan visualisasi yang
mempertemukan indikator ~ dengan kebutuhan
pengambilan keputusan [19, 20].

KPI juga dapat digunakan untuk menghubungkan
aktivitas harian dengan produktivitas dan rencana kerja.
Sistem  pengukuran  berbasis  kurva, dashboard
produktivitas klinis dan finansial, serta pengalaman
manajer menggunakan KPI memperlihatkan bahwa
indikator menjadi lebih berguna ketika sumber datanya
konsisten dan dapat diperbarui secara periodik [21, 22,
23]. Prinsip desain dashboard terbaru menekankan
kejelasan tujuan, kualitas data, hierarki informasi, dan
keterbacaan sebagai unsur penting agar dashboard tidak
berubah menjadi sekadar dekorasi angka [24].

Integrasi ke aspek sumber daya manusia menambah
tantangan lain. Sistem informasi sumber daya manusia
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dapat meningkatkan ketersediaan data tenaga kerja dan
membantu proses manajemen yang lebih terstruktur [25,
26]. Studi implementasi electronic human resource
management system yang lebih baru juga menunjukkan
pentingnya tata kelola data dan adopsi pengguna selama
implementasi sistem [27]. Sementara itu, instrumen
otomatis untuk workforce management memperlihatkan
bahwa kompetensi dan aktivitas dapat dipantau secara
terstruktur untuk mendukung keputusan manajerial [28].
Pada sisi kompensasi, skema kompensasi yang efektif
perlu dipahami bukan hanya sebagai nilai pembayaran,
tetapi juga sebagai mekanisme yang transparan,
dipersepsikan adil, dan sesuai konteks pekerjaan [29].
Hubungan antara insentif finansial dan kepatuhan proses
juga menunjukkan bahwa desain insentif perlu
memperhatikan perilaku yang ingin diperkuat [30].

Berdasarkan sintesis tersebut, terdapat ruang integrasi
yang belum banyak dibahas secara terpadu pada
kumpulan literatur yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu aliran data dari transaksi keluar masuk barang
berbasis QR Code menuju KPI individual dan selanjutnya
menjadi masukan bagi perhitungan insentif payroll.
Sebagian studi menekankan traceability dan inventory,
sebagian lain menekankan KPI, dashboard, atau sistem
sumber daya manusia. Penelitian ini memosisikan
transaksi gudang sebagai bukti aktivitas yang dapat
diaudit, bukan sebagai satu-satunya dasar penilaian
karyawan. Dengan demikian, sistem diusulkan untuk
menghubungkan empat lapisan: identifikasi barang,
pencatatan transaksi, evaluasi KPI, dan perhitungan
insentif yang tetap berada di bawah kebijakan serta
validasi manajerial.

Tujuan  penelitian  adalah  merancang  dan
mengembangkan sistem monitoring keluar masuk barang
berbasis QR Code menggunakan metode Waterfall,
mendefinisikan model data transaksi yang dapat
ditelusuri, membangun kerangka KPI yang bersumber
dari aktivitas operasional, serta merumuskan mekanisme
integrasi nilai KPI dengan insentif payroll. Kontribusi
penelitian terletak pada integrasi aliran data end-to-end
dari pemindaian barang sampai keluaran evaluasi kinerja,
dengan pemisahan hak akses dan audit trail untuk menjaga
akuntabilitas. Karena data hasil implementasi lapangan
belum tersedia pada naskah ini, hasil yang dilaporkan
dibatasi pada hasil perancangan sistem, model
perhitungan, dan skenario pengujian yang siap digunakan
pada tahap validasi empiris.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan pengembangan
sistem dengan model Waterfall. Model ini dipilih karena
kebutuhan inti sistem dapat diuraikan menjadi modul yang
relatif jelas, yaitu master barang, transaksi masuk,
transaksi keluar, pengelolaan QR Code, dashboard
persediaan, KPI, insentif, pengguna, dan audit log.
Waterfall menempatkan keluaran tiap tahap sebagai
masukan bagi tahap berikutnya melalui urutan analisis
kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, serta
pemeliharaan. Pendekatan tersebut sesuai untuk
pengembangan yang memerlukan dokumentasi kebutuhan
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dan aturan bisnis secara eksplisit sebelum implementasi
[31, 32].

Tahap analisis kebutuhan dimulai dengan pemetaan
aktor dan proses. Empat kelompok aktor dirumuskan,
yaitu administrator, petugas gudang, supervisor, dan
bagian keuangan. Administrator mengelola pengguna,
master data, parameter sistem, dan hak akses. Petugas
gudang melakukan transaksi masuk, keluar, dan
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pengecekan stok melalui pemindaian QR Code.
Supervisor memantau dashboard, memeriksa koreksi
transaksi, dan memvalidasi periode KPI. Bagian keuangan
menerima nilai KPl vyang telah disahkan dan
menggunakannya sebagai salah satu komponen
perhitungan insentif. Pembagian peran ini mengikuti
prinsip bahwa sistem operasional dan sistem sumber daya
manusia memerlukan tata kelola akses serta kejelasan
otoritas [27, 25].

Tabel 1. Aktor dan kebutuhan utama sistem

Aktor Kebutuhan utama
Administrator Master data, pengguna, parameter, hak akses, audit.
Petugas gudang Scan QR, transaksi masuk/keluar, cek stok dan histori.
Supervisor Monitoring, koreksi terkontrol, validasi KPI dan periode.

Keuangan

Menerima KPI tervalidasi dan menghitung/mengekspor insentif.

Kebutuhan data dibangun dari dua prinsip, yaitu
traceability dan non-repudiation operasional. Setiap
transaksi harus memiliki ID unik, ID barang, jenis
transaksi, kuantitas, waktu, pengguna, lokasi atau unit
kerja bila digunakan, serta referensi dokumen. Sistem
tidak menghapus transaksi yang telah diposting; koreksi
dilakukan melalui transaksi penyesuaian dengan alasan
dan pengguna yang bertanggung jawab. Pendekatan ini
menjaga jejak perubahan dan selaras dengan praktik
traceability yang menekankan kemampuan menelusuri
asal, perpindahan, dan status objek [5, 10, 14].

Pada tahap perancangan, arsitektur sistem dibagi
menjadi lapisan antarmuka, layanan aplikasi, basis data,
dan layanan pelaporan. Antarmuka dapat diakses melalui
komputer atau perangkat bergerak dengan kamera
pemindai. Layanan aplikasi memvalidasi QR Code, hak
akses, ketersediaan stok, dan aturan transaksi. Basis data
menyimpan master barang, QR tag, transaksi, pengguna,
KPI, insentif, serta audit log. Dashboard menyajikan
posisi stok, riwayat pergerakan, transaksi per petugas,
indikator error, dan ringkasan KPI. Konsep dashboard
mengikuti prinsip bahwa visualisasi perlu diarahkan pada
tugas pengguna, tidak hanya menggabungkan sebanyak
mungkin indikator [33, 24].

Model persediaan menggunakan persamaan dasar
perubahan stok. Untuk barang j pada waktu t, saldo stok
dihitung sebagai S(j,t) = S(,t—1) + Q(in) — Q(out) *
Q(adj). Nilai Q(adj) hanya dapat muncul melalui transaksi
penyesuaian yang diautorisasi. Sistem menolak transaksi
keluar ketika kuantitas melebihi saldo tersedia, kecuali
organisasi secara eksplisit mengaktifkan kebijakan
backorder. Dengan aturan tersebut, dashboard tidak
menyimpan angka stok yang berdiri sendiri, tetapi
menghitung atau merekonsiliasi saldo dari histori
transaksi sehingga jejak audit tetap dapat diperiksa.

KPI dirancang dari data yang memang dapat
dihasilkan sistem. Empat dimensi diusulkan: akurasi
pencatatan (A), ketepatan waktu proses (T), produktivitas
transaksi (P), dan kepatuhan prosedur (C). Akurasi dapat
dihitung dari proporsi transaksi tanpa koreksi yang
disebabkan kesalahan petugas; ketepatan waktu dari
proporsi transaksi yang diproses dalam batas layanan;
produktivitas dari pencapaian target volume yang
dinormalisasi; dan kepatuhan dari kelengkapan bukti serta
urutan prosedur. Pemilihan indikator mengikuti prinsip
bahwa KPI harus relevan terhadap tujuan dan dapat
diturunkan dari data yang terdefinisi [17, 18, 23].

Tabel 2. Dimensi KPI yang diusulkan

Dimensi Definisi operasional Sumber data
Akurasi (A) Proporsi transaksi valid tanpa koreksi karena kesalahan petugas. Transaksi & koreksi
Ketepatan waktu (T) Proporsi transaksi yang diproses dalam batas layanan. Timestamp transaksi
Produktivitas (P) Pencapaian volume transaksi yang dinormalisasi terhadap target. Agregasi periode

Kepatuhan (C)

Kelengkapan bukti dan urutan proses sesuai prosedur.

Log proses & audit

Skor KPI karyawan i pada periode p dirumuskan
sebagai KPI(i,p) = XZ[w(k) x s(i,k,p)], dengan jumlah
bobot w(k) = 1 dan setiap skor dimensi s dinormalisasi
pada rentang 0-100. Sistem tidak mengunci bobot secara
permanen karena kebijakan organisasi dapat berbeda.
Untuk simulasi mekanisme, bobot dapat diisi, misalnya,
0,35 untuk akurasi, 0,25 untuk ketepatan waktu, 0,20
untuk produktivitas, dan 0,20 untuk kepatuhan. Bobot
simulasi tersebut bukan hasil validasi empiris dan harus
disahkan melalui kebijakan organisasi atau penilaian ahli
sebelum penerapan.

Nilai KPI yang telah disahkan tidak langsung
mengubah gaji pokok. Sistem hanya menyediakan
komponen insentif variabel. Besaran insentif dapat
dihitung dengan fungsi I(i,p) = Imax(i,p) x f[KPI(i,p)],
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dengan Imax merupakan plafon insentif sesuai kebijakan
dan f adalah fungsi pemetaan yang ditetapkan organisasi,
misalnya linear atau bertingkat. Pemisahan ini penting
agar sistem tidak menyamakan aktivitas gudang dengan
keseluruhan kinerja karyawan. Literatur mengenai
insentif finansial menunjukkan bahwa desain pembayaran
dapat memengaruhi perilaku, sehingga indikator, ambang,
dan persetujuan harus didefinisikan secara hati-hati [30,
29].

Tahap implementasi mengubah rancangan menjadi
modul aplikasi dan basis data. QR Code menyimpan
identifier yang mengarah ke record barang, bukan
informasi sensitif yang lengkap di dalam kode. Ketika
dipindai, server memeriksa status tag, hak akses, dan
konteks transaksi. Keputusan ini menekan risiko
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kebocoran informasi ketika label terlihat oleh pihak yang
tidak berwenang. Penerapan QR Code pada berbagai
domain menunjukkan bahwa kode efektif sebagai
penghubung antara objek fisik dan sumber informasi
digital, tetapi pengalaman pengguna dan konteks
pemindaian tetap perlu diperhatikan [2, 3].

Tahap pengujian dirancang menggunakan black-box
testing untuk memeriksa kesesuaian keluaran terhadap
kebutuhan fungsional tanpa bergantung pada struktur
kode internal. Fokusnya mencakup autentikasi,
pemindaian, validasi stok, perekaman audit, kalkulasi
KPI, validasi periode, dan ekspor insentif. Pengujian
perangkat lunak perlu diarahkan pada risiko dan
kompleksitas yang benar-benar relevan terhadap
penggunaan sistem, bukan sekadar banyaknya test case

P-ISSN : 2580-4316
E-ISSN : 2654-8054

[34]. Setelah fungsi inti stabil, evaluasi usability dapat
menggunakan skenario tugas untuk menilai kemudahan
belajar, keberhasilan penyelesaian tugas, error pengguna,
dan kepuasan. Pendekatan evaluasi usability pada sistem
digital memperlihatkan nilai kombinasi observasi
penggunaan dan umpan balik pengguna [35, 36].

Tahap pemeliharaan mencakup koreksi cacat,
pembaruan parameter KPI, rotasi hak akses, penambahan
kategori barang, serta pemantauan audit log. Setiap
perubahan aturan KPI atau fungsi insentif harus diberi
versi dan tanggal efektif agar nilai pada periode
sebelumnya tetap dapat direproduksi. Dengan cara ini,
sistem tidak hanya memantau barang, tetapi juga menjaga
lineage aturan yang memengaruhi evaluasi kinerja dan
perhitungan insentif.

Transaksi
Barang

Pemindaian

QR Code |

-

Agregasi

Validasi
Supervisor

Insentif

> Payroll

-

Gambar 1. Alur integrasi QR Code, transaksi, KPI, validasi, dan insentif payroll.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil utama penelitian pada tahap ini adalah
rancangan integrasi proses yang menghubungkan aktivitas
fisik gudang dengan data kinerja. Alur dimulai ketika
petugas memilih jenis transaksi dan memindai QR Code.
Sistem mengambil identitas barang, menampilkan stok
terkini, dan meminta kuantitas serta referensi transaksi.
Setelah validasi berhasil, transaksi disimpan secara
atomik, saldo diperbarui, dan audit log dibuat. Data
transaksi selanjutnya diakumulasi menurut periode untuk
menghitung indikator KPI. Setelah supervisor melakukan
validasi periode, nilai KPI dikunci dan dikirim sebagai
input terkontrol ke modul insentif. Dengan demikian,
hubungan antara transaksi dan payroll tidak bersifat
langsung; terdapat lapisan evaluasi dan persetujuan di
antara keduanya.

Avrsitektur tersebut mengadopsi pelajaran dari sistem
traceability yang menghubungkan identitas objek dengan
histori digital dan dari implementasi supply-chain
information service yang menekankan manfaat integrasi
informasi [37]. Pada sisi gudang, penggunaan identifier
yang dapat dipindai mengurangi kebutuhan mengetik
kode barang secara berulang dan mendukung pencarian
histori berdasarkan objek. Studi terkait gudang otonom,
digital traceability, dan warehouse management berbasis
IoT memperlihatkan bahwa nilai utama digitalisasi
berasal dari kesinambungan data antaraktivitas, bukan
hanya dari teknologi sensor atau kode yang digunakan [6,
10, 12].

Rancangan basis data terdiri atas delapan entitas inti:
User, Role, Item, QRTag, InventoryTransaction,
KPIRecord, IncentiveRecord, dan AuditLog. Relasi Item—
QRTag memungkinkan satu barang memiliki tag aktif dan
histori pergantian tag. InventoryTransaction menyimpan
semua kejadian masuk, keluar, dan penyesuaian.
KPIRecord menyimpan hasil agregasi per pengguna dan
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periode beserta versi formula. IncentiveRecord
menyimpan nilai KPI yang digunakan, plafon, fungsi
pemetaan, hasil perhitungan, dan status persetujuan.
AuditLog merekam aktivitas administratif penting seperti
perubahan hak akses, koreksi transaksi, perubahan
parameter, dan pembukaan atau penutupan periode.
Struktur ini mengurangi risiko perubahan data tanpa jejak
dan memudahkan rekonstruksi keputusan.

Pada antarmuka, dashboard dipisahkan menurut
kebutuhan peran. Petugas gudang melihat stok, transaksi
hari ini, notifikasi kesalahan, dan histori pemindaian
pribadi. Supervisor melihat tren transaksi, koreksi,
indikator KPI, dan status validasi periode. Bagian
keuangan melihat nilai KPI yang telah disahkan dan
keluaran insentif tanpa memperoleh hak untuk mengubah
transaksi gudang. Pemisahan tersebut sejalan dengan
temuan bahwa dashboard yang efektif perlu memiliki
konteks pengguna yang jelas dan menyajikan indikator
yang benar-benar mendukung keputusan [38, 39, 40, 24].

Model KPI dirancang agar setiap indikator dapat
ditelusuri kembali ke data sumber. Sebagai contoh, nilai
akurasi tidak diisi manual oleh supervisor, tetapi dihitung
dari transaksi dan koreksi yang telah diberi penyebab.
Produktivitas tidak dinilai dari jumlah transaksi absolut
saja karena volume kerja dapat berbeda antarshift atau
area. Oleh Kkarena itu, nilai produktivitas perlu
dinormalisasi terhadap target yang ditetapkan organisasi.
Pendekatan ini konsisten dengan gagasan performance
measurement yang menuntut definisi indikator,
pembobotan, dan interpretasi yang sesuai konteks [16,
21]. Dashboard KPI juga tidak boleh menampilkan skor
agregat tanpa komponen pembentuknya karena
transparansi  formula diperlukan untuk audit dan
penerimaan pengguna.

Untuk menunjukkan mekanisme tanpa mengklaim
hasil empiris, digunakan contoh simulasi. Apabila seorang
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petugas memperoleh A =96, T =88, P = 90, dan C = 100
dengan bobot simulasi 0,35; 0,25; 0,20; dan 0,20, skor
KPI menjadi 93,6. Jika organisasi menggunakan fungsi
insentif linear dengan plafon 100% pada skor 100, maka
faktor insentif adalah 0,936. Contoh ini hanya
menunjukkan aliran perhitungan. Nilai bobot, target,
ambang, serta bentuk fungsi insentif tidak boleh
diterapkan sebagai kebijakan sebelum  disetujui
manajemen dan, bila relevan, ditinjau dari aspek
ketenagakerjaan.

Keterhubungan data KPI dengan insentif memberikan
dua manfaat potensial. Pertama, dasar perhitungan dapat
direproduksi karena nilai berasal dari transaksi yang
memiliki waktu dan identitas pengguna. Kedua, karyawan
dan manajer dapat melihat indikator pembentuk skor
sehingga keputusan insentif lebih transparan. Namun,
integrasi ini juga membawa risiko ketika pengguna
mengejar metrik tertentu dengan mengabaikan kualitas
kerja lain. Karena itu, sistem tidak menggunakan volume
transaksi sebagai indikator tunggal dan mempertahankan
validasi supervisor. Temuan pada studi insentif finansial
dan skema kompensasi menguatkan perlunya kehati-
hatian dalam menghubungkan metrik dengan pembayaran
[30, 29].
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Rancangan sistem juga mempertimbangkan kualitas
implementasi. Sistem informasi sumber daya manusia
yang berhasil memerlukan standardisasi data, dukungan
operasional, dan peran pengguna yang jelas [25, 26, 27].
Pada sisi workforce monitoring, alat otomatis dapat
membantu manajer mengenali status kompetensi dan
distribusi aktivitas, tetapi tetap memerlukan interpretasi
manusia [28]. Oleh sebab itu, modul KPI dalam penelitian
ini ditempatkan sebagai decision-support mechanism,
bukan mesin keputusan final tentang kinerja seseorang.

Skenario black-box disusun untuk menguji titik
kegagalan yang paling berpengaruh terhadap integritas
data. Transaksi keluar harus ditolak ketika stok tidak
mencukupi; QR Code tidak aktif harus menghasilkan
pesan yang jelas; koreksi transaksi harus menciptakan
catatan penyesuaian; pengguna tanpa kewenangan tidak
dapat mengubah parameter KPI; periode KPI yang sudah
dikunci tidak boleh dihitung ulang tanpa prosedur
pembukaan kembali; dan bagian keuangan hanya
menerima nilai yang telah disetujui. Hasil aktual dari
setiap skenario belum dicantumkan karena implementasi
dan pengujian lapangan belum diberikan pada penelitian
ini. Tabel pengujian pada naskah berfungsi sebagai
protokol yang harus diisi pada tahap validasi.

Tabel 3. Protokol black-box testing yang harus divalidasi

ID Skenario Keluaran yang diharapkan
T1 Login sesuai peran Menu dan hak akses sesuai role.

T2 Scan barang masuk Transaksi, stok, timestamp, dan audit tersimpan.

T3 Barang keluar > stok Transaksi ditolak dan saldo tidak berubah.

T4 Koreksi transaksi Dibuat penyesuaian; data awal tetap terlacak.

T5 Ubah bobot KPI tanpa hak Akses ditolak dan aktivitas dicatat.

T6 Kunci periode KPI Nilai periode tidak berubah tanpa prosedur resmi.

T7 Ekspor insentif Hanya KPI tervalidasi yang dapat diproses.

Dibandingkan penelitian terdahulu, rancangan ini
tidak menawarkan teknologi traceability baru seperti
blockchain, UAV, atau Al. Kontribusinya berada pada
orkestrasi data yang lebih sederhana namun dekat dengan
kebutuhan operasional: QR Code menjadi pintu masuk
transaksi, transaksi menjadi sumber data KPI, dan KPI
menjadi input insentif yang terkontrol. Pendekatan
tersebut dapat lebih mudah diterapkan pada organisasi
dengan infrastruktur terbatas karena tidak mensyaratkan
sensor kompleks. Studi Industry 4.0 dan logistik cerdas
menunjukkan bahwa interoperabilitas merupakan arah
penting pengembangan, tetapi adopsi teknologi sebaiknya
tetap proporsional terhadap kebutuhan proses [9, 13].

Validitas rancangan masih memiliki keterbatasan.
Pertama, bobot KPI belum divalidasi melalui expert
judgment atau data historis. Kedua, belum tersedia hasil
pengukuran sebelum dan sesudah implementasi untuk
membuktikan peningkatan akurasi stok, kecepatan proses,
atau penurunan error. Ketiga, penerimaan pengguna
terhadap QR Code, dashboard, dan keterkaitan metrik
dengan insentif belum diuji. Keempat, aturan
ketenagakerjaan dan kebijakan payroll dapat berbeda
antarorganisasi. Oleh karena itu, implementasi lapangan
perlu mencakup validasi kebutuhan pengguna, uji fungsi,
uji usability, evaluasi akurasi data, dan analisis dampak
kebijakan sebelum sistem digunakan sebagai dasar
pembayaran nyata. Temuan tentang penerimaan QR Code
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dan usability sistem digital menunjukkan bahwa kualitas
teknis saja tidak cukup untuk memastikan penggunaan
berkelanjutan [2, 35, 36].

4. KESIMPULAN

Penelitian menghasilkan rancangan sistem monitoring
keluar masuk barang berbasis QR Code yang
mengintegrasikan transaksi gudang, KPI, dan komponen
insentif payroll melalui alur data yang dapat ditelusuri.
Sistem dirancang dengan model Waterfall, pemisahan hak
akses, audit trail, validasi stok, dashboard per peran,
formula KPI yang dapat dikonfigurasi, serta mekanisme
persetujuan sebelum nilai KPI digunakan pada modul
insentif. Model tersebut menempatkan transaksi gudang
sebagai bukti aktivitas yang terukur, tetapi tidak
menjadikannya satu-satunya ukuran kinerja karyawan.

Kontribusi utama rancangan adalah penyatuan tiga
fungsi yang sering berjalan terpisah, yaitu traceability
barang, performance monitoring, dan dukungan
perhitungan  insentif.  Integrasi  ini  berpotensi
meningkatkan konsistensi data, transparansi evaluasi, dan
kemampuan audit. Meskipun demikian, naskah ini belum
menyajikan  hasil uji lapangan sehingga tidak
menyimpulkan adanya peningkatan kinerja secara
empiris. Penelitian lanjutan perlu mengimplementasikan
prototipe, melakukan black-box testing, menguiji
usability, memvalidasi bobot KPI bersama pemangku
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kepentingan, serta membandingkan indikator sebelum dan
sesudah penerapan. Penggunaan nilai KPI untuk payroll
juga harus tetap tunduk pada kebijakan organisasi dan
regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
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